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KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJANGREJO

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

bahwa Kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021 perlu adanva
perubahan untuk penanganan Covid-19;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kalurahan Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021,

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah I[stimewa Yogyakarta (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomr 44);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogvakarta {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5493);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54587)sebagaimana telah diubah beberapa lkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor
23 Thaun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 [ Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang WNomor &
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
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11.

12,

13.

14,

18.

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pelaksanaan
Pembangunan  Berkelanjutan (Lembaran  Negara
Republik Indenesia Tahun 2017 Nomor 136};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 611});

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Hepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035},
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogvakarta
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pemerintahan Kalurahan [Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogvakarta Tahun 2020
Nomor 2},

Peraturan Bupati Bantul Nomer 76 Tahun 2019
tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daergh
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76};

Peraturan Bupati Bantul Nomeor 82 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomer 82 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);



16. Peraturan Bupati Bantul Nomeor 84 Tahun 2020
tentang Peruban Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
131 Tahun 2019 tentang standarisasi Harga Barang
dan Jasa Pemenntah Kabupaten Bantul (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84;

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020
tentang  Kewenangan Kalurahan  (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

18, Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa
Tahun 2021 (Benita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2021 Nomor 125);

19 Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020
tentang Penyvusunan Anggaran Pendapatan dan belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

20. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Panjangrejo Tahun 2019 - 2024 [Lembaran Desa
Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02);

21. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun
2019 Nomor 6);

22. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan
Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

Menetapkan

Dan
LURAH PANJANGREJO
MEMUTUSKARN;

: PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 2 TAHUN

2021 TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2021



Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun
Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan Rp 3.377.929.196,00
) Belanja Kalurahan Rp | 3.755.030.320,00
Surpuls/ Defisit Rp 377.101.124,00
3 -P'Iemhiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Ep 3.755.030.320,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp = 3.755.030.320,00
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp | 0.00
Sisa Lebih /{Kurang) Rp 0,00
Perhitungan Anggaran

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini,

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Kalurahan;
b. Daftar Penvertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan wvang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya.
Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Peryjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagal landasan operasional
pelaksanaan APB Kalurahan,



Pasal 5

(1) Pemerintah  Kalurahan  dapat melaksanakan  kegiatan  untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2} Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga,

{3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, vang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.

(4] Kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah
Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b, tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak vang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan vang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal Kalurahan,

Pasal &

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan
pada tahun berjalan.

b. keadaan vang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnva dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

¢. Lurah dapat mendahului perubahan AFPB Kalurahan dengan melakukan
perubahan Peraturan Lurah Kkalurahan tentang Penjabaran APB
Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.



Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berleku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memeérintahkan pengundangan  Peraturan

Kalurahan ini dalam Lembaran Kelurahan Panjengrejo.

intetapkan di ; PANJANGREJO
: 28 Januan 2021/‘1

LURAH PANJANGREJO

1 II_UH':'-H T
1 'kFH.NJP-ME-Fi-'L'I
A -

L —

Diundangkan di : PANJANGRE.JO
Pada tanggal @ 28 Januari 2021
CARIK PANJANGREJO

e,

JOKO IRIANTO

(lLembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 Nomor 02)
No. Registrasi Peraturan  Kalurshan  Panjangrejo  Kapanewon Pundong

Kabupaten Bantul (04 /Panjangrejo/2021)



Nomar 02 Tahun 2021
Tahun 2021
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2021
KODE REK URAIAN ANGGARAN (RP) BERTAMBAH { W—
SEMULA MENJADI { BERKURANG )
1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN
a1 Pandapatan Asli Kalurahan 281.637.300,00 281.637.300.00 0,00
4.2 Pandapatan Transfes 3.08% 442 538,00 3.089.442 93800 0,00
43 Pendapatan Lainain 8.348.858,00 8.348.958,00 0,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.379.429.196,00 3.379.429.196,00 0,00
5 BELANJA
51 Belan|a Pagawal 1.128 957 064,00 1.131,957 0684 00 3.000.000,00
52 Belanja Barang dan Jasa 1.522 252.788,00 1529 652 788,00 7.400.000,00
53 Belanja Modal 934.920.468,00 834.920.468,00 0.00
54 Belanja Tiak Terduga 170.400.000,00 160.000.000,00 {10.400.000,00}

JUMLAH BELANJA 3.756.530.320,00 3.756.630.320,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) {377.101.124,00) (377.101.124,00) 0,00
8, PEMBIAYAAN
6.1, Penerimasn Pembiayaan 377.101.124,00 377.101.124,00 0,00
611 SILPA Tahun Sebelumnya 377.101.124,00 377.101.124,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTC 37T 10112400 37710112400 0,00

2021 103087 AU

Halaman 1




ANGGARAN (RP)
KODE REK URAIAN DT KETERANGAN
SEMULA MENJADI { BERKURANG }
1 2 ) 4 5 @
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00 0,00 0.00
e —

, 28 January 2021
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Nomor 02 Tahun 2021
Tahun © 2021
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2021
GARAN (RP
KODE REK URAIAN —— e { ’M e (';g:m ) SUMBERDANA
1 2 3 a 3 3 7
1. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Ash Kalurahan 281.637.200,00 281.637.300,00 0,00
412 Hasil Aset Kakurahan 264 437.200,00 26B.437.500,00 0,00
414 Lain-Lain Pendapatan Asll Desa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00
2. Pendapatan Transfer 3.009.442.938,00 3.089.442.938,00 0,00
421, Dans Desa 1,401,957 000,00 1.401.857.000,00 0,00
422, Bagl Hasd Pajak dan Retribusi 222,258 438 00 222.298.433,00 0,00
4.235. Alckas! Dana Desa 1.340.187.500.00 1.340.187.500,00 0,00
425 Bantuan Keuangan Ksbupaten/Kota 125.000.000.00 125.000.000.00 0,00
4.3, Pendapatan Lain-lain 8,348,958,00 8.348,958,00 0,00
436 Bunga 8ank B 345.958,00 8.348 558 00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.375.429.156,00 3.379.429.196,00 0,00
2. HBELANJA
i BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 2,051.000.105,00 2.059.000,105.00 0,00
11 Penyelenggaran Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan 1,684 860,737,00 1.687.860.737.00 3,000,900,00
Kalurahan (Maksimal 30% unfuk
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 59.520.000,00 59.520.000,00 0,00
1101 | 51 Belanjs Pegawai 59.520.000,00 £9.520.000,00 0.00
1.1.02 Penyedisan Penghasilan Tetap dan Tunfangan Pamong Katurshan 752.520.000,00 752.520.000,00 0,00
1102 | 51, Belanja Pegawar 752.520.000,00 762.520.000,00 0,00
1.1.03 Penyedisan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kaluratian 119.312.244,00 119.312,.244,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7
1.1.03 | 51, Belanja Pegawai 1193122440 199.312.244.00 0La
1.1.04 Penyadiaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurah 572.653.672,00 5712.653.673,00 o.M
11.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 512,653 673,00 512 653 673,00 0.00
1.1.08 Penyediaan Tunjangan Bamuskal 87.000.000,00 §7.000.000,00 0,00
11406 | 51. Belanja Pegawa) 87.000.000,00 £7.000.000,00 0,00
1.1.06 Penyedisan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkaps 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
1106 | 52 Belan)s Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00
1.1.07 Penyediaan InsentifiOperasional RT/RW 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00
1107 | 52, Belanga Barang dan Jasa 26.250 000,00 26.250.000,00 0,00
1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal 11.000.520,00 11.000.820,00 a,00
1190 | 51 Belanja Pegawai 11.000. 820,00 11.000.820,00 0,00
1.1.91 Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurshan dan Bamus) 6.390.000,00 6.390.000,00 0,00
118 | 51 Belanja Pegawai 6.390.000,00 £.290.000,00 0,00
1.1.92 Penyedioan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bami 91.714.000,00 91.714.000,00 0,00
1192 | 51, Belanja Pegawai £1.714.000,00 91.714.000,00 000
1.1.93 Penyedigan Tunjangan Puma Tugas begi Lueah dan Pamong Kalurahan 1.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000,00
1.1.92 | 51, Befarga Pegawei 1.500.000,00 4.500.000,00 3.000.000.00
1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 123.430,000,00 123.430,000,00 0.00
1.2.01 Penyediaan Sarana {Aset Tetap) Perkantoran/Pemernintahan 58.000.000,00 58.000,000,00 0,00
1201 | 53 Belanja Modal 56.000.000,00 58.000.000,00 0,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan 40.430.000,00 40.430.000,00 0,00
1202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 38 750.000,00 36.750.000,00 0,00
1.202 | 53. Belanja Modal 3.680.000.00 3.630.000,00 0,00
1203 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurah 25.000.000,00 25,000.000,00 0,00
1203 | 5.3 Balang Modal 25,000 000,00 25.000.000,00 0.00
1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 76.800.000.00 75.800.000.00 0,00
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KODE REK URAIAN ANGOARADRF) BERTAMBAY SUMBERDANA
SEMULA MENJADI [ BERKURANG )

1 2 3 4 5 6 7
1.3.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhbiran Profll Katurahan (Dipitih) 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00
1302 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 8.850.000,0¢ £.850.000.00 0.00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif 59.950,000,00 59.950.000,00 0,00
1305 | 52 Betanja Barang dan Jasa $9.950.000,00 59.950.000.20 0,00
1.3.93 Pengelotsan Aplikasi o-Human Development Worker 7.000,000,00 7.000.000,00 0,00
1393 | 52 Belanga Barang dan Jasa 1.000.000.00 1.000.000.00 0.00
1.3.92 | 53 Balana Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
14 Tata Praja Pemerintahan, Petencanaan, Keuangan dan Pelaporan 84.227.568.00 81.227,568,00 {3.000.000,00}
1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, Rembug Kaiun 13.190.000,00 13.190.000,00 0,00
1402 | 52 Balanja Basang dan Jasa 13.190.000.00 13.190.000,00 0.00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJIR Kalurahan/RKP Kalu §,980.000,00 §.5980.000,00 0,00
1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa £.580.000,00 £.850.000,00 000
1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APE Kalurah, 6.857.000,00 6.887.000,00 0,00
1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6. 837.000,00 6.887.000,00 0.00
1.4.05 Pengeiolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penitaian Aset Kalurahan 5.210.568,00 5.210.568,00 0,00
1405 | 53, Belanja Modad 5210.568,00 5.210.568,00 .00
14.06 Penyusunan Kebijakan Kaiurshan (Peraturan Kalurahan/Perativan Lurah ¢ 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00
1406 | 52 Belarga Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00
14.07 Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyars 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00
1.4.07 | 52 Betania Barang dan Jasa 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan 32.750.000,00 32.750.000,00 0,00
1408 | 52 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000,00 32.750.000,00 0,00
1.4.09 Koordinasi/Kerjasama Penyelonggaraan Pemerintshan & Pembangunan Ka 11.000.000,00 8.000.000,00 (2.000,000,00)
1409 | 52 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 B.000.000.00 (3.000.000,00)
15 Sub Bidang Pertanahan 82.681.800,00 $2.681.800,00 0,00
1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PEB) 82 681.800,00 82 661.800,00 0,00
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ANGGARAN
e vRa SEMULA mp]llENJADI (gZRR;?J';i;’; ) A
1 2 3 4 5 é 7
1506 | 52 Belanja Barang dan Jasa B2.681 800,00 62.681.600,00 0.00
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN 602.373.600,00 692.373.600,00 0,00
21 Sub Bidang Pendidikan 69.655.000,00 £69.655,000,00 0,00
21.00 Penyelenggaran PAUDTK/ TPATKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mitlk Kalura 69.655.000,00 69.655.006,00 0,00
2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa £62.655.000,00 62.655,000,00 0,00
2101 | 53, Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
22 Sub Bldang Kesehatan 151.990.000.00 191.990.000,00 0,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lansia, insentif) 63.555.000,00 63.555.000,00 0,00
2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 63.555.000,00 63.555.000,00 0,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelstihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac $3.235.000,00 83.235.000,00 0,00
2203 | 5.2 Belanjs Barang dan Jasa £3.235.000,00 53.235.000,00 0,00
2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00
2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00 6.100,000,00 0,00
229 Pengelolaan Rumah Kalurahan Sohat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
2291 | 52 Belanja Barang dan Jass 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
229 Pombinaan Kampung KB 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00
2292 | 52 Betanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
2292 | 53 Betanja Maodal 8 500.000,00 8.500.000,00 0,00
2295 Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00
2265 | 52 Befarga Barang dan Jasa 3.403.000,00 3.400.000,00 0,00
2246 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, dil) 6.000,000,00 6.000.000,00 0,00
229 | 52 Befarga Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.000.000,00 0,00
2297 Fembinaan Pramurukti Wreda 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00
2297 | 52 Belanga Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000.00 0,00
23 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00
2310 Pembangunan/Rehabliitas/PeningkatanPengerasan Jalan Kaiwrahan 105.000,000,00 105.000.000,00 0,00
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2310 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.910.000,00 2 910.000,00 0,00
2310 | 53, Balanja Modal 102,090 000,00 102 090.000,00 0,00
2335 Pembangunan/RehabilitasiiPeningkatan Balal Kalurahan/Balal Kemasyarak 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
2315 | 5.3. Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 2,00
24 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 279.078.600,00 279.078.600,00 0,00
240 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak 125.582.700,00 125.582.700,00 0,00
2401 | 52 Belang@ Barang dan Jasa 5262.700,00 5262 700,00 000
2401 | 53 Belanja Modal 120.320.000,00 120.320.000.00 0L0
24.05 Pemeliliaraan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar P, 41.610.000,00 41.610.000,00 0,00
2405 | 52 Belanga Barang dan Jasa 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00
2405 | 53, Belang Maodal 40.000.000,00 40.000.000.00 0,00
2414 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/CK vmur 29.957.800,00 39.157.800,00 0,00
2414 | 52 Balana Barang dan Jasa 1.170.300,00 1.170.300.00 0,00
2414 | 523 Belanga Modal 37.887.500,00 37.967.500,00 0,00
2415 Pembangunan/RehabilitasiPeningkatan Fasilitas Pengelotaan Sampah (Dip 72.728.100,00 72.728.100,00 0,00
2415 | 52 Belanga Barang dan Jasa 2 950,700,00 2,950.700,00 0,00
2415 | 53 Belanja Modai 69.777.400,00 89.777.400,00 0,00
28 Sub Bidang Kehutsnan dan Lingkungan Hidup 24.250.000.00 24.350.000.00 0,00
2.5.90 Pengelolaan Rurnah Pilah Sampah/ Bank Sampah Milik Kalurahan 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00
2590 | 52 Belanga Barang dan Jasa 21.350.000.00 21,350.000,00 0,00
26 Sub Bidang Perhubungan, Komunikas| dan Informatika 5,300,000,00 5.300.000,00 0,00
2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Paster, Baliho OH) 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00
2602 | 52 Balanja Barang dan Jasa 5.300.000.00 5.300.000,00 0,00
3. BIDANG PEMEINAAN KEMASYARAKATAN 560.739.115.00 571.139.115,00 10.400.000.00
a1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketortiban Umum dan Perdindungan Masyarakat £4.850.000,00 95,250.000.00 10.400.000,00
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31.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenage Keamanan/Ketertiban oleh Per 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00
3102 | 52 Belarya Barang dan Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00
31.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Periindungan Masy. Skala | 30.500.000,00 30.500.000,00 a.00
3103 |52 Betanja Barang dan Jasa 30.500 000,00 30.500.000,00 0,00
3.1.82 Penguatan dan Peningkalan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencan 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00
3182 | 52 Befarga Barang dan Jasa 9.650 000,00 9.650.000,00 0,00
3194 Fenguatan Desa Aman Covid-19 35.500.000,00 45.900.000,00 10.400.000,00
3104 | 52 Befanja Barang dan Jasa 35.500.000,00 45400 .000,00 10.400.000,00
32 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan $4.395,115,00 94.385.115.00 0,00
3.2,02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00
3202 | 5.2. Befanga Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00
3.2.03 Penyetenggaran Festival Kesenlan, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT 66.935.115.00 66.935.715,00 0,00
3203 | 52 Bedanja Barang dan Jasa 66.935 115,00 6693511500 0,00
3.2.90 Fembinaan Bidang Keagamasn 20.310.000,00 20.310.000,00 0,00
3290 | 52. Betanjs Barang dan Jasa 20:310.000,00 20.310,000,00 0,00
3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 324,535.000,00 324.535.000,00 000
3.3.08 Pembangunan/Rehatilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa 212.565.000,00 312.965.000,00 0,00
3305 | 53 Betanja Modal 312.965.000,00 312.565.000.00 000
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Ofahraga Tingkat Kalurahan 11.570.000,00 11.570.000,00 0,00
33906 | 5.2 Betangs Barang dan Jasa 11.570.000,00 11.570.000,00 0.00
34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 56,959.000,00 56.959.000,00. 400
34.02 Peambinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan 15.584.000,00 19.584.000,00 0,00
3402 | 52 Betanga Barang dan Jasa 19.584.000,00 19 584 000,00 0,00
34,03 Pembinzan PKK J7.375.000,00 37.375.000,00 0,00
3403 | 5.2 Befanga Barang dan Jasa 37:375.000,00 37.375.000,00 0.00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 262.017.500,00 282.017.500,00 0.00
a1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 17.786 000,00 17.786,000,00 0,00
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4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit'Pakan/dll) 17.786.000,00 17,786.000,00 0,00
4105 | 52 Belarg Barang dan Jasa 17.7868.000,00 17.786.000,00 0,00
4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 76.347.000.00 76,347.000,00 0.00
4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Kalurahan dlf) 43.147.000,00 43.147.000,00 0,00
4203 | 52 Bofanja Barang dan Jase 43147 000 00 43 147.000,00 0,00
4.2.05 Pelatinan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pete: 5.700,000,00 5.700.000,00 0,00
4205 | 52 Befanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00
4,206 Pembangunan/Rehabilitasi/Paningkatan Saluran Irigasi TevsieviSederhana 20.000,000,08 20.000.000,00 0,00
4208 | 52 Belana Barang dan Jasa 600.000,00 €00.000,00 0,00
4206 | 53 Belanja Modal 19.400.000,00 18.400.000,00 0,00
4.2,90 Fasilitasi Kelompok Masyarakat ol Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3ANPet 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
424%) | 52 Belanja Barang dan Jess 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
44 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 817 66,917.000,00 0,00
4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 25.717.000,00 25,717.000,00 0,00
4401 | 52 Balanjs Barang dan Jasa 25.717.000,00 25 117.000,00 0,00
44,02 FPelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 26,950.000,00 26.950.000,00 0,00
4402 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 26.950.000,00 26.850.000,00 0,00
4454 Pelatihan Kerja (Live Skill) bagi Ibu Rumah TanggaRemaja Beium Bekerjat 14.250.000,00 14,250.000,00 0,00
44394 | 52, Balan|s Barang dan Jasa 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00
45 Sub Bidang Koperasi, Ussha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 9.970,000,00 9.970.000,00 0,00
4.5.90 Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM 9.970.000,00 9.970.000,00 0,00
4590 | 52 Belanja Barang dan Jasa 9.970.000.00 9.970.000,00 0,00
45 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 10.897.500,00 10.997.500,00 0,00
4602 Pelatihan Pengelofaan BUM Kaluralran (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pen 10.997.500,00 10.997.500,00 0,00
4602 | 52 Belanja Barang dan Jasa 10.957 500,00 10.897 500,00 0,00
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4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 100.000.000.00 100.4600. a0 0,00
4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Kalurashan/Kios Milik Kalurahan T100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
A702 | 52 Belanjs Barang dan Jasa 1.010.000.00 1.010.000.00 0,00
4702 | 53 Balanjs Modst 98,950,000,00 98,950.000,00 0.00
5 170.400.000,00 160.000.000,00 {10.400,000,00)
51 Sub Bidang Penanggukangan Bencana 30.000.000.00 35.000.000,00 5.000,000,00
5.1.00 Penangguwanan Bencang 30.000,000,00 35.000,000,00 5.000.000,00
5100 | 64, Balanja Tidak Terduga 30.000.000.00 35.000.000,00 5.000.000,00
52 Sub Bidang Keadaan Darurat 30.000.000,00 35.000.000.00 5.000.000,00
520 Penanganan Keadaan Darurat 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00
5201 | 54, Belanja Tidak Terduga 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00
53 Sub Bidang Keadaan Mendesak 110.400.000,00 90.000.000.00 20 000.00
53.01 Bantuan Lengsung Tunai (BLT) 110.400.000.00 90.000.000,00 {20.400.000,00)
5301 | 54 Belanja Tidak Terduga 110.400.000,00 90.000.000,00 {20.400,000,00)
JUMLAH BELANJA 3.756.,530.320,00 3.756,530.320,00 0,00
SURPLUS ! (DEFISIT) (377.101.124,00) (377.101.124,00) 0,00
3. PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan 377.101.124,00 377.101.124,00 0,00
811 SILPA Tahun Sabefumnya 3771011240 377.101 124,00 0,00
PEMEIAYAAN NETTC 37710112400 770112400 0.00

Printed by Siskoudes

280012021 10°31:38 AW

Halaman 8




e ————

—_—— =

January 2021

ANGGARAN (RP) BERTAMBAM/
KODE REK URAIAN SUMBERDANA
SEMULA MENJADI { BERKURANG )
1 ] 2 3 4 5 3 7
SISA LEBIH / {KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 0,00 0,00

28012021 109755 0

Halaman &




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
EAPANEWON PUNDONG
BADAN PERMUSYAWARATAN HALURAHAN PANJANGREJO

AT I R H:_._:};_E w AT Y5 (ﬁ.;irrr_? ‘T-I'? LA - A ﬂ':cfi . s

Alamat 2 JL Parangtsilds Ko 19,5, Kglembu, Panjangrejo, Pundong, Bantual.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGRE.JQ,
KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTLU L
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANCGRE.C)

NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
FERUUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGEEJO
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA EALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO,

Menimbang :a bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo
tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pamjangre)o
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, telah disepakati
dalam musyawarah Badan Permusyvawaratan Kalurahan,
untul: ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

b, hahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul A, perlu menetapkan RKepurtusan Badan
FPermusyawaratan Kalurahan Fanjangreio reniang
Kesepakatan HRancangan Peraturan EKalurahan Tentang
Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Angegaran FPendapatan dan Belanja
Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021, menjadi
Peraturan Kaluraharn;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun Repubbk Indonesia Tahun 2014
Nomor ¥, Tambahan Lembaran Negara FEepublik Indonesia
Nomor 5405



2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539};

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5538);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-
19) sebagai Bencana Nasional;

8. Peraturan Menteri Desa No 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa;

9. Peraturan Mentreri Desa No 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Mentari Desa No 11 Tahun 2019
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

10.Surat Edaran Menteri Desa PDTT No 8 dan No 11 Tahun
2020 tentang Desa lawan Covid 19 dan Penegasan Padat
Karya Tunai;

11.Surat Menteri Desa PDTT No 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal
Pemberitahuan;

12.8urat Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT No
9/PRI.OOIV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan
Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa,

13.Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peratuan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020

Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

15.Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo
Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019
Nomor 2);
MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI
PERATURAN KALURAHAN.
Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021, untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Kalurahan;
Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Panjangrejo
—=_Pada tanggal, 27 Januari 2021

o {_f.'.'-:h?;q-\" -

e

Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul;

2. Kepala DPPKBPMD Kab. Bantul

3. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;

3. Kepala Bagian Hukum Setda, Kab. Bantul;

4. Panewu Pundong.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu (27-1-2021), vang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jamhart, S.Ag
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Panjangrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Mudiyana
Jabatan : Lurah Panjangrejo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan
Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan
Kalurahan Panjangrejo tentang : Perubahan Atas Peraturan Kalurahan
Panjangrejo Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan

menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

PIHAK KESATU
USKAL PANJANGREJO

,/



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

ncnmnlnnn]nmnn.wrgi
Alamat: Piring, Srihardono, Pundong. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos : 55771 Telepon: (0274) 6464165

Laman: kec-bantulkab.go.id Posel: kec.pundong@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 25, TAHUN 2020
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PANEWU PUNDONG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul
Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan
Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan wajib dimintakan
evaluasi kepada Bupati yvang kewenangannya didelegasikan
kepada Panewu,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu
tentang hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Kalurahan Panjangrejo Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistemewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13)

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah
diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);



10,

1.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints
Disease 2019 (COVID 19/ Sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020
tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 05],

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2020
tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 08),

Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang
Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 Nomor 76);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 28);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Benta Daerah Kabupaten
Bantul 2019 Nomor 382) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Tekniz Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 129};

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Kalurahan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor
153);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Besaran Alokasi
Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSEKAN :

KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG KABUPATEN BANTUL
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Panewu ini,

Lurah bersama Bamuskal harus menindaklanjuti evaluasi
sebagaimana diktum KESATU paling lambat 7 {tujuh} hari kerja
sejak diterimanya hasil evaluasi.

Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan yang telah
diundangkan kepada Panewu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pengundangan dengan tembusan Unit Kerja
Sekretariat Daerah yvang membidangi Hukum dan Pemerintahan
Desa.

Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pundong
pal 28 Januari 2021

Salinan Keputusan Kapanewon ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;

2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kabupaten Bantul;

3. Pertinggal

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG

NOMOR ...... TAHUN 2020

EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN
KALURAHAN PANJANGREJO
TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN KALURAHAN

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, dan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Bantul 2019 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tehun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa Selain itu juga telah disusun sesuai dengan kewenangan
dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
PANJANGREJO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

A. Legal Drafting

1. Dasar Peraturan yang dipakai sebagai dasar dalam pelaksanaan
Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
telah sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Dasar mengingat Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 agar disusun
secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-
undangan, untuk peraturan perundang-undangan yang sama
tingkatannya diurutkan berdasarkan tahun pembuatannya.

3. Penctapan dan Pengundangan Peraturan Kalurahan dilaksanakan
setelah evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan diterima dan
ditindaklanjut.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Kalurahan

1. Pendapatan
A. Penuangan dana transfer (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BKEK)
diinput dan disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku
b. Pendapatan Asli Kalurahan telah dicantumkan secara rinci dan
realistis dalam Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2021,



2. Belanja

4. Secara umum penyusunan APBEKal telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

b. Perubahan Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Kalurahan untuk Penyedian Tunjangan Purna Tugas bagi
Bamuskal yang meninggal dunia, serta rincian Belanja Sub
Bidang Keadaan Mendesak Kalurahan untuk BLT Dana Desa
TA 2021

3. Pembiayaan
l. Penerimaan  Pembiayaan (Silpa  Tahun — Sebelumnya)

Rp.377.101.124 untuk segera direalisasikan sesuai dengan
rencana anggaran dan kegiatan di Rancangan APBKal TA 2021




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Form Evaluasi © PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(0) jo. PP 11 Tahun 201

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO

TAHUN ANGGARAN 2021 STATUS APBDES | PERUBAF
Total Belanja Befania Operasional Belanja Non Operasional
Koge Jenis Belanja
Rupiah Rupiah % Rugiah %
51 Belanga Pegawa 1.130.457. 064 00 £99.040.00000 | 79,53 231.417.064,00 | 2047
52 Belanja Barang dan Jasa 1.529.652.768.00 17.000.000,00 LRA) 1.512.652 78600 | 96,89
53 Belanja Modsl 934 920 468,00 0,00 0,00 934,920 468,00 | 100,00
54 Balanja Tidak Terduga 160.000.000,00 0,00 000 160 000.000,00 | 100,00
Jurndah 3.755.030.320,00 916.040.00000 | 2440 2.838,990.320,00 | 7560
Batas Maksimal Biaya Operasionsi adsiah 20% dan Total Belanja Desa Komposts! Balanja Operasional 24,40 %
Komposisi Belanja Non Operasional 7560 %
Tim Evaluasi APBDesa,
Parat T Paraf }‘ Paraf ~7/ o AN .
Nama - PRS- be agﬁl-fﬂ Nema ;.. HC‘! (... Nama T” JBusk "(“m‘"
ne - [2eH (2% ..17{31” 008 e . 1980825 109205 2 o7  wp
Simpulan Hasil Evaluasi - Ruang cafatan infuk evaluator APSDes |
Diteruskan untuk Disetuui BwﬂVWallkb‘
[0 Dikernbalikan untuk Diperbaiki Desa
_ 280112021 114045 AN Hataman 1




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN/KOTS | KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN ¢ KAPANEWON PUNDONG
DESA i PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
Kesesualan
No. Aspek dan Komponen Alat Verifikasi Keterangan
Ya Tidak
1. Aspok Administrasi dan Legalitas
1.1, Apakah Semua Dokumen evalussi talah diterima dan Desa = N Caklist kelengkapan dokumen
secara lengkap
1.2, Apakah pengajuan Rancangan Perces tentang APBDesa atau (g O Keputusan hasd Musyawarah BPD Berdasarkan aturan, 3 harl satelah disepakati
Rancangan Pecdes lantang Perubahan APBDesa dilakukan tepat Pembahasan dan Penyepakatan Pardes bersama Perdes APBDesa/Pardes tantang
wakiu APBDesaPerubahan APBDesa (hat | Perubshan APBDesa harus disgukan kepada
tanggal keputusan) BupatiWalZota stau Camat unluk devaluasi.
13 Apakah BPD 1elah menyepakali Rancangan Perdes lentang g D Keputusan hasd Musyawarah BFD Berdasarkan Permendagn mengenai BPD
APBDesa/Rancangan Pardes Perubahan APBDesa Pembsahasan dan Penyepakatan Perdes
tentang APBDesaPerubahan APBDesa (lihat
Barita Acara Hasi Musyawarah)

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas

Halaman 1




No.

Aspek dan Komponen

Ya

Alat Verifikas|

Keterangan

Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa

21, Umum

211 Apakah rancangan Perdes tentang APEDesa/Perubahan 2 RKP Desa atauy RKPDesa Perubahan tahun
APBDesa disusun berdasarkan RKPDesal RKPDesa Perubahan barkenaan
tahun berkenaan,

212 Apskah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan [gv
peraturan perundang-undangan.

22, Pendapatan

221 Apakah estimasi pendapatan rasional dan realisbs. Q

222 Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dar Q Perdes torkait PADesa (misal Perdes tentang
Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, sara didapatkan Pungutan an)
sacara logal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.

223 Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana m Perbup/Perwall tentang penelapan alokasi
Transfer rasional dan realstis. dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana

Dasa dil.

23. Belanja

231 Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai paraturan Q,
perundang-undangan yang beraku.

232 Apakah semua kegiatan Belanja Dess telsh sesua dengan =4 Parbup/Perwall tentang Daftar Inventarisasi

Kewenangan Dasa,

Kewenangan Desa

Halaman 2




Kesesualan

No. Aspok dan Kompoanen = Alat Vertfikasi
K Tidak

233 Apakah sda programikegiatan yang dilakukan Jebd dan 1 (saty) ] =
tahun anggasan (mullyears).

234 Apakah belanja Desa yang ditetapian dalam APBDesa paling = ]
banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Satap dan tjangan Kades
dan perangkat Desa; 2, Operasional Pemerintahan Desa;
3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4, Insentd RTIRW.

235 Siltap. tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan 2 O Peraturan Bupati tentang ADO atau Perbup
Perangkat Desa sesual yang ditetapkan dalam Peraturan tentang penetapan Sitap Kepgaia Desa dan
BupatiWallkota. Perangkatl Dasa

236 Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, sedta = O Peraturan Bupatl tantang ADD atau Perbup
msantif RT/RW dianggarkan sesual yang ditetapkan dalam tentang penetapan SMsp Kepala Desa dan
Peraturan BupatvWalikota Perangkst Desa.

237 Alokasi befanja dengan output yang akan dinasilkan logts karena (=g O Standar harga yang detapkan oleh
{elah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis KabupatenvKota.

(standar harga).

24, Pembiayaan

241, Apakah penempatan pos pembxayaan tefah sesual dengan m [:]
paraturan perundang-undangan yang beraku.

242 Apakah ada pos pengelusan pembiayaan untuk pembentukan (| o
Dana Cadangan,

243 Apakah pembentukan Dana Cadangan tefah ditetapkan dalam a Q’ Peraluran Desa tenang Dang Cadangan
Paraturan Desa.

Hataman 3




No. Aspek dan Komponen Alat Verifikas! Keterangan
pak Ya Tidak
244 Apakah ada pos pengelusmn pembiayaan untuk penyertaan 0 =
modal pada BUMDesa
245 Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesual dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan
persturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Pergturan O D BUMDesa dan hasll analisa kalayakan usaha,
Desa dan memenuhi nilal kelayakan usaha
2456, Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan B‘ 0
pembiayaan lerdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.
247 Pads evaluasi Parubahan APBDesa, apakah SilPA tahun ] |

sebelumnya telah digunakan seluruhnys

Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Stnatur APBDesa/Pervbahan APBDesa

Evaluas! dilakukan tanggal : A%, _JaviYcin 2021
Hasd Evatuas| : Ditsruskan untuk Disetuju BupatyWaikota

[[] Dikembalikan untuk Diperbadd Desa

Ketua Tim Evaluasi
e Be4125).. 199202 1 008 /

Halaman 4
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PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

aEnanmoeamonzoe 2

| pep

{é‘é” Alamat: Piring, Srinardone, Pundong, Bantu! Daerah Istimewa Yogyakana
Kode Pos : 55771 Telepon: (0274) 6464165

Laman: kec-bantulkab go.id Posel: kec.pundong@bantulkab.go.id

Pundong, 28 Januari 2021

Nomor 141/..947 .. Kepada:
Lampiran :@ - Yth. Lurah Panjangrejo
Hal v s Regesler Di - Pundong
Peraturan Kalurahan
Menindaklanjuti surat Saudara Lurah Desa Panjangrejo
No. 141/08, Perihal Permohonan Sk Evaluasi & Nomor Register
Peraturan Kalurahan, maka dengan ini Kami sampaikan:
No. Judul Nomor SK Nomor Register ‘
Peraturan Kalurahan Peraturan | Evaluasi |
Kalurahan l
J -
1. | Perubahan Rencana Nomor, 01 03/Panjangrejo /2021
Kerja Pemerintah 'Tahun 2021 ‘
Kalurahan TA 2021 l '
2. | Rancangan Perubahan ' Nomor. 02 (05 Tahun 04/Panjangreio/2021 |
Anggaran Pendapatan | Tahun 2021 | 2021
dan Belanja Kalurahan Tangal 28
Tahun Anggaran 2021 Januari
2021
No. Judul Nomeor Nomor Register
Peraturan Lurah Peraturan
\ 1 Lurah
) 5 (04 / Panjangrejo /2021
‘ Rencangan  Perubahan [Nomor 02 : 3
Penjabaran Anggaran |Tahun 2021
Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun |
Anggaran 2021 I

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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Nanang Dwi Atmoko, S.Sos



